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     ABSTRAK 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Peradilan Umum. Dalam  Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang aquo, sebagai peradilan tingkat banding, pengadilan 

tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan 

perdata terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat 

pertama. Agen minyak tanah adalah perseroan terbatas, 

koperasi, badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyaluran 

minyak tanah kepada pangkalan minyak tanah untuk konsumen 

rumah tangga dan usaha kecil. Kasus sengketa keagenan minyak 

tanah perkara Nomor: 554/Pdt/2019/PTMDN, yaitu keagenan 

minyak tanah dengan Niap 11.1.100 yang dikonversi menjadi 

Niap 11.4.100 kemudian dikonversi menjadi CV Deras Gas dan 

dikonversi menjadi PT Amora Deras Gas. Munculnya 

perselisihan dalam suatu obyek perkara disebabkan karena 

adanya perbuatan melawan hukum.Penemuan Hukum disini 

adalah pemahaman pendirian hakim dalam memainkan peran 

penting sebagai upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dan 

keadilan. Teori Pertimbangan Hakim adalah memberikan 

putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Sistem ini 

membawa manfaat bagi kepastian hukum dari hakim terhadap 

hak-hak masyarakat. Berdasarkan  hal ini apabila ditelaah dari 

ketentuan hukum atau perbuatan hukum perdata, hubungan 

hukum anatar direksi, komisiaris, dan tergugat lainnya dengan 

penggugat dalam hal keagenan minyak tanah erat kaitannya 

dengan  timbulnya kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. 

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, yaitu “setiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan 

kerugian tersebut”.  
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         ABSTRACT 

 

Based on the law number 2 year 1986 amendments to law 

number 8 year 2004 and the second amendment to law number 

49 year 2009 concernig General Courts. In Article 51 Section 

(1) of the law aquo, as a comparative court, the Hight Court in 

charge and authorized to prosecute a criminal and civil case 

against the verdict imposed by fiert-level court. Apple was an 

ordinary legal effort against the decision of the District Court by 

civilian parties who felt dissatisfied and did not accept the 

decision of the district Court. Kerosene agents are limited 

liability companies, cooparatives, business entities that carry out 

kerosene distribution activities to kerosene bases for household 

consumers and small business. Case of Kerosene Agency 

Dispute Case Number: 554/Pdt/2019/PTMDN, the niap 

kerosene agency 11.1.100 which is converted to Niap: 11.4.100 

then converted into CV Deras Gas and converted to PT Amora 

Deras Gas. The emergence of disputes in a case object was 

caused by the tort law. Lawfinding over here the understanding 

of the founding by the judge in plays an important role as an 

efforts to manifest the supremacy of law and justice. 

Consideration judge is a process of the formation of the law by 

the judge in charge of the effort to enforce measures. this  

system brings a benefit to the law certainty on the society rights 

frome the judge. This is if reviewed from the legal provisions or 

actions of Civil Law, legal relations between directors, 

commissioners, and other defendants with the plaintiff in terms 

of keronese agency related to the emergence of losses for those 

who feel disadvantaged. The tort law is regulated in Article 

1365 of Civil law, that is, “every act of contempt of court, which 

brings losses to others, requires, people who are due to issuing 

the loss, replacing the loss”. 
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